; SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/39/AA.02/2018, telah dilakukan Pendampingan
Penguatan  Sistem = Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah tanggal 28 Juni 2018 oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sekadau,;

b. bahwa berdasarkan hasil Pendampingan dimaksud pada
huruf a, pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Sekadau perlu dilakukan penyempurnaan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan perubahan atas peraturan Bupati Sekadau
Nomor 22 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5239);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 ’fahun 2011 tentang perubahan
kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007  tentang Pedoman  Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;



Menetapkan

10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor/PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pentunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sekadau Nomor 7);

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Tahun 2017 Nomor 50)

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22

TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sekadau.

Bupati adalah Bupati Sekadau.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)



tahunan.

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.

7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan
kebijakan.

10. Hasil (outcome)  adalah segala  sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan vang telah ditetapkan.

11. Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) yang
selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau



dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
untuk:

a. penyusunan perencanaan jangka menengah;

b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;

c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

d. pengukuran kinerja;

e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;

f.  melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

g. melakukan pemantauan dan pengendalian Kkinerja

pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3
Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sekadau dan Keselarasan Kinerja Dari Level
Kabupaten ke Level SKPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 (satu) dan II (dua) dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan

Peraturan Bupati ini:

a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sekadau diberikan
tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas
pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sekadau;

b. Inspektorat Kabupaten Sekadau melakukan evaluasi atas
capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap SKPD
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau.
pada tanggal 2 Juli 2018
BUPATI SEKADAU,

TR

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 32




L. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR
TENTANG

: 32 TAHUN 2018

DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

~ PENANGGUNG JAWAB KINERJA

{1) Meningkatnya
Pertumbuhan Ekenomi

(1) Laju Pertumbuhan

Ekonomi

(1} Meningkatnya
Sektor Pertanian

(1} Pergsentase Pertumbuhan
PDRB dari Sektor Pertanian

Jumnlah PDRB Sektor Pertanian Th n - Jmlh
PDEB sektor Pertanian Tn n-1

100 %

Jmlh PDRB sektor Pertanian Tn n-1

BPS dan Dinas
Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas i{t;{:n_:ra;f,- Usaha i{ecxl .Me.‘-r;:!.‘lé;:-:lq-dan

Perdagangan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Perhubungan -

(2) Meningkatnya
Sektor Perdagangan

(2) Persentase Pertumbuhan
PDRB dari ssektor
Perdagangan Besar dan
Eceran: Reparasi Mobil dan
sepeda motor

Jumlah PDRE Sektor Perdagangan Th n -
Jmlh PDRB sektor Perdagangan Tn n-1

100 %

Jmlh PDEBE sektor Perdagangan Tn n-1

BPS dan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah
dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

{3) Persentase Pertumbuhan
PDRB dari sektor Akomodasi,
makanan dan Minuman

Jumlah PDRB Sektor Akemodasi makanan
dan minuman Th n - Jmlh PDRE sektor
Akomodasi makanan dan minuman Tn n-1

Jmlh PDRB sektor Akomodasi makanan dan
minuman Tn n-1

BPS dan Dinas
Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Penanaman Modal, P_ela;an_an 'i“éfpadu i

Satu Pintu dan Tenaga Kerja

ij.i_r-za,_s_}{esehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

{4) Persentase Pertumbuhan
PDRB dari Sektor
Transportasi dan Pergudangan

Jumlah PDRE Sektor Transportasi dan
Pergudangan Th n - Jmlh PDREB sektor
Transportasi dan Pergudangan Tn n-1

100 %

Jmlh PDRB sektor Transportasi dan
Pergudangan Tn n-1

BPS, Dinas Perhubungan
dan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah
dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan

| Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja

- Dinas Perhubungan

(3) Meningkatnya
Sektor Industri

(5) Persentase Pertumbuhan
Industri Pengolahan terhadap
PDRB

Jumlah PDRB Sektor Industri Th n - Jmlh
PDRE sektor Industri Tn n-1

100 %

Jmlh PDRB sektor Industri Tn n-1

BPS dan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah
dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Ter-};eidﬁ“

Satu Pintu dan Tenaga Kerja




INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAE KINERJA

{4) Meningkatnya
Iklim Usaha

(6) Persentase pertumbuhan
Koperasi dan UMKM

Jumlah koperasi dan UMKM tahun n -
Jumlah Koperasi dan UMKM tahun n-1

= —eee x 100 %

Jumlah Koperasi dan UMKM s/d tahun n

Dinas Koperasi ,Usaha
kecil, Menengah dan
Perdagangan

- Dinas i(operas.i_. Usaha Keeil, Menenga.ﬁdan
Perdagangan

- Dinas Penanaman Modal, ?els-l;rs;.ﬁgn Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja

{5) Meningkatnya
Investasi di
Kabupaten Sekadau

(7) Nilai Investasi

Realisasi PMDN thn ini-Realisasi PMDN thn
lalu

————— x 100 %

Realisasi PMDN thn ini

Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja

- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga
Kerja

(6) Meningkatnya
Kapasitas
Infrastruktur dan
Aksesibilitas
Pemerintah Daerah

(8) Persentase jalan kondisi
mantap

Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap
(KM)
x 100 %

Total Panjang jalan kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Dinas Perhubungan

(9} Persentase jembatan
kondisi baik

Panjang jernbatan kabupaten kondisi baik
(KM)
x 100 %

Total panjang jembatan kabupaten yg ada
keseluruhan

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Dinas Pethubungan

(10} Persentase Desa yang
dapat dilalui kendaraan roda
ermnpat

Jumlah desa yg bisa dilalui roda 4

Jumlah desa

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Dinas Perhubungan

(11) Persentase desa yang
terhubung dengan jaringan
telekomunikasi

Jumlah desa terhubung

Jumlah desa

Dinas Komunikasi dan
[nformatika

- Dinas Kemunikasi dan Informatika

- Bi;aﬁg;i_gér&éyé;n Mésyamkat dan Desa

(2) Terwujudnya (2) Opini BPK (7) Meningkatnya {12) Opini BPK Badan Pengelola - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintahan yang Akuntabilitas Opini BP Keuangan dan Aset
i 3 ; pini BPK
bersih dan berwibawa Pemerintah Daerah Daerah
- Inspektorat
(3) Nilai SAKIP (13) Nilai SAKIP Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah - Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
Instansi Pemerintah (Bagian Organisasi)
- S&kretaﬁa{ﬁ;érah[Bagian Organisasi)
_:“[nspekt_ct_r;t_ - [
(4) Indeks RB {8) Meningkatnya (14) Indeks RB Hasil Penilaian PMPRB Kabupaten Inspektorat - Inspektorat

Kualitas Penerapan

| - Sekretariat Daerah {(Bagian Organisasi)

- Sekretariat DPRD

- Dinas Komunikasi dan Informatika




~ TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATORKINERJAUTAMA |  PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN |  SUMBERDATA  PENANGGUNG JAWAB KINERJA
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Badan Perencanaan Femba.ngunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
(5} Indeks Persepsi {15) Indeks Persepsi Korupsi Inspektorat - Inspektorat

Korupsi

{6) Indeks Kepuasan

Hasil Survei Persepsi Korupsi Kabupaten

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Sekretariat DPRD

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Komunikasi dan Informatika

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

(16} Indeks Kepuasan

Total nilai survei kepuasan masyarakat SKPD

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinag Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (Puskesmas dan RSUD)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

~ Badan Pengelola Restribusi dan Pajak Daerah

Kecamatan

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
_Pertanahan S
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Masyarakat Masyarakat pelayanan publik (Bagian Organisasi)
Jumlah SKPD Pelayanan Publik
(3} Terwujudnya SDM  |(7) Indeks (9} Meningkatnya (17} Angka kelulusan Dinas Pendidikan -
yang Berkualitas dan Pembangunan Kualitas Pendidikan Jumlah Lulusan pada jenjang SD dan SMP
Sejahtera Manusia

- x 100 %
Jlh siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD dan
SMP

Dinas Pendidikan

(18) Rata-rata Lama sekolah

Jumlah tahun belajar penduduk usia 15
tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam
pendidikan formal (tdk. Termasuk tahun yg
mengulang). Untuk menghitung rata-rata
lama sekolah dibutuhkan informasi: a.
Partisipasi sekelah b. Jenjang dan jenis
pendidikan yg pernah/sedang diduduki c.
Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas
tertinggi yg pernah/sedang diduduki

BPS dan Dinas
Pendidikan

Dinas Pendidikan




TUJUAN INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA pm_mmnm.{mmmsl PENGHITUNGAN  SUMBER DATA _ PENANGGUNG JAWAB KINERJA
(19) Harapan Lama Sekolah BPFS dan Dinas - Dinas Pendidikan
Lamanya Sekolah {dalam tahun) yg Pendidikan
diharapkan akan dirasakan oleh anak pd
umur tertentu di masa
mendatang. Diasumsikan bahwa peluang
anak tersebut akan tetap bersekolah pada
umur-umur berikutnya sama dengan peluang
penduduk yang bersekolah per jumlah
penduduk untuk umur yg sama saat ini.
{10) Meningkatnya (20) Usia harapan hidup Jumlah Penduduk yg mati pada umur BPS dan Dinas - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Derajat Kesehatan tertentu Kesehatan, Pengendalian KB
Masyarakat | e Penduduk dan Keluarga |_ Rumah Sakit Umum Daerah
; Berencana : . -
jumlah penduduk pada umur tertentu - Dinas Lingkungan Hidup
(11) Meningkatnya {21) Indeks kualitas Indeks kualitas udara x 100% Dinas Lingkungan Hidup | - Dinas Lingkungan Hidup
Kl_]ahtas Lingkungan |lingkungan hidup - Dinas Kesehatan, P&ngendalian Penduduk dan
Hidup _ KeluargaBerencana
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(12} Meningkatnya (22) Pengeluaran Perkapita : i i . ghik naili BPS dan Dinas - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga
Daya Beli Masyarakat engeluaran Konsumsi rum ANgea perkaplia) poyanaman Modal, PTSP Ketja
dan Tenaga Kerja
Totyl Peugtioaran BT | Dinas Femberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah RT
Pengeluaran konsumsi non pangan e _
perkapita: B -
Total Pengeluaran RT Non Pangan (-
............ — % 100
Total Pengeluaran
(8) Angka (13} Meningkatnya (23} Tingkat partisipasi BPS dan Dinas - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga

Pengangguran

Penyerapan Tenaga
Kerja

angkatan kenja

Jumlah Penduduk angkatan kerja

Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)

Penanaman Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja

_ Kerja

|- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan

- Dinas Sosial, Pemberdaya;aﬁ“ﬁé}-é}r-l}-:lua!l dan
Perlindungan Anak

(24) Tingkat Pengangguran
terbuka

Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan
kerja

x 100 %%

Jumlah penduduk angkatan kerja

BPS dan Dinas
Penanaman Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja

- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga
Kerja

- Dinas Sosial, Perr;l_:)erdaya.an- Perempuan dan
Perlindungan Anak

{9) Angka Kemiskinan

{14} Meningkatnya
Taraf Hidup
Masvarakat

(25) Persentase Penduduk
Miskin

Jumlah penduduk miskin

x 100 %

Jumlah penduduk

BPS dan Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan




TUJUAN mpm"_ro'a_.fu‘mm mMsi_‘mwms:  INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA ~ PENANGGUNG JAWAB KINERJA
(26) Indeks Gini k . BPS dan Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
G=l _Z‘J‘:’{Qf +0) Pemberdayaan Perlindungan Anak
“ Perempuan dan
. Perlindungan Anak
dimana:
Pi: persentase rumahtangga atau penduduk
pada kelas ke-i
1 persentase kumulatif total pendapatan
atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

0G=0,3 = ketimpangan rendah

10,3=G=0,5 = ketimpangan sedang
0G=0,5 =ketimpangan tinggi
(4) Terwujudnya (10} Angka (15) Meningkatnya (27) Persentase Penurunan Dinas Satuan Polisi - Satuan Polisi Pamong Praja

Kehidupan Masyarakat
yang aman, tertib dan
harmonis

Kriminalitas

Keamanan dan
Ketertiban
Masyarakat

Gangguan terhadap
Trantibum

Jumlah Kasus hasil operasi

Jumlah kasus hasil operasi di tambah
jumlah gangguan vg terdata

Pamong Praja

(11) Angka Konflik
pertahun

(16) Meningkatnya
Kerukunan

Masyarakat

(28) Angka konflik per tahun

Jumlah konflik tahun sekarang (n) - jumlah
keonflik tahun sebelumnya [n-1)

----- X 100 %

Jumlah konflik tahun sebelumnyva (n-1)

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(12) Kasus Kekerasan
terhadap perempuan
dan Anak

(17) Menurunnya
Tindak Kekerasan
terhadap Perempuan
dan Anak

(29) Angka kasus kekerasan
terhadap perempuan

Jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuarn

x 100 %

Jumlah perempuan

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak
- x 100 %

Jumlah anak

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemnberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

BUPATI SEKADAU

TTD

RUTPINUS




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR

;32 Tahun 2018

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG NDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
II. Keselarasan Kinerja dari Level Kabupaten ke Level SKPD

W Tujuan Indikator Tujuan |Target 2021| ~ Sasaran Strategls -j"’_d.""‘.‘:;gmf‘n‘.".‘“?‘ SKPD Terkait Sasaran Strategls SKPD | Indikator Sasaran strategis SKPD Program Kegiatan
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1. [Meningkatkan pertumbuhan |{1) Laju 5.7% |{1) Meningxalnya Sektor  |{1) Perseniase Pertumbuhan | Dinas Ketahanan Pangan, Meningkatnya Produksi Perlanian |1 Persentase peningkatan PDRB | 1.Peninpkalan Penerapan teknclogi 1. Penyuluhan pensrapan teknofogi Peranian perkebunan tepat guna

ekonomi Perlumbuhian Pertanian PDRB dari sektor Perianian Pertanian dan Perikanan dari sekter Perkebunan Perkebunan
Ekonomi
B - 2. Perluasan areal tanam B
T ) 3. Sasialisasi pengendalian kebakaran lahan can kebun 7
T i R - ) =] E_P_EFIII:IQ"KEI&I'IPJ'OEI_UKS! 4. Pembinaan Perketunan Besar

Pertanian/Peskebunan

5. Rehabiiitasi kebun karet rakyat

16 Pelatihan budidaya perkebunan
|7. Sertitikasi bibit unggul perkebunan

8, Pencatatan harga pasar

9, Pengembangan pembeninan/ pembibitan

10 Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan

2 Persentase peningkatan PORB
dari seklor tanaman pangan

peranian

2 Peningkatan pemasaran hasil produksi

11.Pengembangan pengolahan hasil petkeonan

Perkebunan

4. :;"én-inék-a':'a'r: Penerapan teknolog:

12 . Pelatihan Statistik Perlanian

14 Pengembangan Inlensfikas: Tanaman PaciPalawiia

113 Pefatihan pemberaniasan Hama Terpadu

15.Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mulu Produk Pertanian

3. Persentase Peningkatan PORB
cari Sekior Holtikuitura

5 Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan

16.Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan

18 Pembinaan serlia aﬁribiéh_is s-a_yﬁn

i 1?:;5&ngmba nganbengolahan hasil pertanian

|18 Promosi afas hasil praduksi ungguian daerah

4 Persentase Peningkatan PDRB
dan sektor peternakan

8. Peningkalan PORB dari Sekior
pefernakan

’-ib..E_:‘_ernbangunal{ sarana dan prasarana pembibitan ternak

21 Pembibitan dan Perawatan temak

|7, Pencegahan dan Penangguiangan

penyakil ternak

22 Pengembangan agribisnis petemakan

23 Pemelinaran kesehatan dan pencegahan panyakit menuiariernak

peternakan

8 PeniBgkatan pemasaran produksi hasi

24 Penpawasan dan Pemeriksaan kesehatan hewan &n_dagang q_er;1_

25 Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan penyediaan bahan pangan asal

26.Promesi atas hasil produks: petemakan unggulan daerah

27 Penyulunan pemasaran produksi peternakan

|5 Persentase peningkaian PORB

dari sektor perikanan

pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan

9. Pemberdayaan masyarakat dalam

10 Pengembangan budidaya perikanan

i 11_Op1ma'|saS| penge'l'oiaén dan

pemasaran produksi perkanan

kelautan dan perikanan

12. Peningkatan kualitas sumberdaya

34. Penemuan ;é!i:m_poié iﬁ_e.&.i.:ludidaya ﬂ(aﬂfnelayan dan pengola han Hé.éﬁﬁérikanan
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13. Pengembangan sistem penyuluhan
perikanan

| Dinas Pakerjaan Umum dan '

Penataan Ruang

Meningkatnya kualias Infrastrukdur
Sumber Daya air

S Rasio jaringan irigastrawa
kondisi bak

14. Pengembangan dan pengelciaa}:_ B
dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya lainnya

35 Kajian Sistem penyuluhan perkanan

36 Pembangunan embling dan bangunan penampung aif ainnya

15, Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya

37. Pemeliharazn dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung i lainfya

16. Pembangunan lurapfaludioranjong

38. Pembangunan ianingan ingasi

39. Pembangun_an pintu air

|40, Rehabilitasipemeliharaan

17 Peningkatan kualilas kelembagaan

4 .Koordinasi-bélaksanaan kebiiakar;'aéﬁ' b:.ugram pembangunan koperasi

42 Peningkatan satana dan prasarana pendidian dan pelathan perkoperasian |

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja

pertanian

44 Sosializasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

45 Pembinazan, pengawasan dan penghargaan Koperas berpresiasi

pertanian

Dinas Koperasi, Usaha kecll, Meningk&[n_yé_kﬁ:al_hgé ) ‘I-fl._FTergéhfaéé-liapeJégi_éktif
menengah dan Perdagangan kelembagaan koperasi koperasi
o Dinas Penanaman Modal, Meningkatnya investasi di sektor 111, Persentase investasi sekior

18 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

w.Peniﬁglmtan kualtlas"ﬁé'la_i;a_nén perizinan dan non perizinan

Dinas Perhubungan

F Meﬁlngkéir{\;a_k_aﬁégﬂas dan
kuanfitas sarana transportasi

12 Rasio Sarana Transporiasi
Angkutan darat yang memenuhi
SPM

19, Penmgkatan"ﬁél-é_yéh‘a_ﬁ AIEI( tan

13 Rasio Sarana Transportasi
sungai yang memenuhi SPM

20. Pentingkatan Pelayanan Angiutan

47 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa aﬁg_ka-lén

48 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa a’\ngkLﬂ-a-n_ T

{2} Persentase Pertumbuban
PDRB dari sekior Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi
Mebil dan sepeda motor

Dinas Koperasi, Usaha kecil,
menengah dan Perdagangan

Meningkatnya usaha perdagangan
besar dan eceran

14, Pérsentase pertumbuhan
PDRB usaha perdagangan besar
dan eceran

21 Peningkatan efesiensi perdagangan
datam negen

22. Peningkalan dan pengembangan
ekspar

23 Peningkalan kerizsama
perdagangan intermasional

|15, persentase pertambahan

pelaku usaha seklor perdagangan

24 Pembinaan pedagang kakilima den
asongan

50. Pameran terpadu

49 Pengembangan Pasar dan Disiﬁbﬁé}.ﬁ;r;ﬁé‘_ﬂ’raﬁuk Dalam Nege%i

51 Penyiapan database kuola seliap jenis barang dan jasa

52 Pembinaan organisasi pedagang kaki fima dan asongan

53. Penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

54. Penataan tempat berusaha pedagang kaki ima dan asongan

55, Pengawasan MLrIL_I _Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

25, rogram resi gudang

Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja

M'éEEng n;aﬁv_emasz sektor
perdagangan besar dan eceran

16, Nila: Realizasi Investasi
perdagangan

26 Peningkatan kualitas pelayanan
publik

58, Sosialisasi bembaﬁgunan pergudangan

57. Moritoring dan Evaluasi pelayanan perijnan dan non perijinan.

{3 Parsenlaée Pertumbuhan
PORB dari sekior Akomodasi

dan makanan dan minuman

Pariwisata

| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Meningkalnya seklor Pariwisala

7. Persen:as'e’rjgaiag";cﬂ;ﬁ
kunjungan wisatawan

2?.pen§embarzgan pemasarén
parnwisata

58. Kepiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

50 Kegialan pelaksanaan promasi parwisata nusaniara didalam dan diluar negeri

28 Program pengembangan kemitraan

€0 Kegialan pengembangan den penguatan infarmas dan database




 Tujtan - |indikator Tujuan |Target2021)  SasaanStratogis | [MikatorKinedaUtams | gypp rerkait  Sasaran Stratogis SKPD |Indikator Sasatanstrategis SKPD|  Program o Kepatn
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161. Kepiatan peningkalan sumber daya manusia dan p
pariwisata

sionalisme bidang

52. Kegialan monitoring, evaluasi dan pefaparan

20 Pengembangah destinasi pariwisaia |63 Kegialan peng'embangan Ubjekﬁ\_\;:-sa_la_uhgg_ul.adn o

54. Pelaksanaaan koordinasi pembangunan objek wisala dengan lembagal dunia
ugaha

30 Program pengefﬁbangan kemitrazn |65, Kegialan peningkatan peran seria masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata

66 Kegiatan penyuluhan kepariwsataan (sadar wisala) kepaca masyarakal, pelajar,
mahasizwa, loga tomas dan mitra pariwisata

131 Program pengembangan destinasi |67, Kegiatan pengembangan, sosialisasi dan penerapen sefia pengawasan

parwisala slandarisasi
o ) B T 32.Prug;arn_;)_57rigémbangan kemitraan |68, Kegiatan fasilitasi pembentukan forum kemunikasi antar pelaky indus!fi"i;am'isata
dan budaya
""" I - Dinas Penanaman Modal, Meningkatnya investasi akomodasi | 18, Perseniase nital invetasi sekior |33, Peningkatan kualis pelayanan 69, Pendataan perusahazn/kegiatan Usaha dikab Sekadau o
Palayanan Terpadu Satu Pintu dan |dan rumah makan akomodasi dan rumah makan publik
Tenaga Karja

Dinas Kesehatan, Pengendalian .I‘..i-e;f;in_gi(;:-l.lnya Mutu Pengawasan |19, Persaniase industr Rumah 34 Pengawasan Obat dan Makanan |70 Kegiatan Peningkatan Pé;gpa-\;amn Keamanan Pangan dan Bahan Berbahéfa—
Penduduk dan Keluarga B pangan dan bahan bertbahaya Tangga {IRT) dan Rumah Makan
yang memenuhi standar kesshatan

(4] Persentase Perlumbuhan | Dinas Koperasi, Usaha kecll, Meningkalnya perlindungan 20 Persentase lemuan prodUk |35 Perlindungan konsumendan | 71, Peningketan pengawasan peredaran batang dan jasa

PDRA di sekdor Transporiasi dan [menengah dan Perdagangan konsumen dan pslayanan tidak layak pengaman perdagangan
Pergudangan Pergudangan

72 Monitaring stock barang kebuluhan pokok dan barang penting

121 ﬁé}s_e.hiééé-ﬁenggunaan uji |36 Program perfindungan konsumen |73, Operasionalisasi dan pen.g_érﬁbangan UPT'kefnét'r'o'Iugié'n daerah
ukur takar timbang dan dan pengamanan perdagangan

petlengkapannya (UTTR} yang
memenuhi ketentuan tera fera

- . - st = . juang e s T T L
74. Pembingan / operasi penertiban alat ukurfera ulang
gl S i PRETHES T | S e R EC U] [+ T e i ?-'5.'Peﬂg'adaan?\!-a'tKé_rhétrologian
76, Pembangunan Laboratorium -
o T o - 7. Penyusuhéh_Perdé Pelayanan Tesa dan Tera ulang
I Dinas Penanaman Modal, Meningkalnya Investasi dan 22, Persentase nilal investasi sektor| 37, Peningkatan kualilas pelayanan 78. Pemingkatan kualitas bela)ranan perizinan dan non perzinan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan | kualilas pelayanan perijinan sekiof | pergudangan publik
Tenaga Ketja Pergudangan
| Dinas Perhubungan Meningkatnya Kapasitas dan 23. Rasio lerminal angkutan darat |38, Peningkatan pelayanan angkulan |79 Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanar jasa angkulan =y
kuantilas prasarana fransporiasi  |yang memenuhi SPM
i ) 24 Rasio dermaga anghutan 38 Peningkatan pelayanan angkutan |80 Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan jasa angkutan
sungai yang memenuhi SF
1 "~ (3 Meningkatnya sektor|[5) Pertumbuban indusin Dinas Koperasi,Usaha kecil,  |Meningketnya Ekonomi Seklor |25 Persentase pertumbuhan 39. Pengembangan industri kecll dan |81, Fasiitasi bagi IKM tethadap pemanfaatan sumber daya
perindustrian Pengolahan terhadap FORB menengah dan Perdagangan Industr Kecil dan Menzangah (IKM} [PORB Usaha Industri Pengolahan  |menengah {IKM)

82, Pembinaen KM dalam memperkuat jaringan kiastet indusir

a3 Penyusuna.n ebijakan Industri terkait dan indusin penuﬁjang kecildan
menengah

84. Fasilitas: kerjasama kemitraan industrl mikro, kecil dan menengah dengan swasia

40, Perigembangan sentra-senlia 85. Penyediaan sarana informasi yang dapat digkses masyarakat
indusin potensial
T T T 26. Perkembangan Industri Kecl |41, peningkatan Kapasiias [PTEK 86, Pengembangan kapasilas pranata pengukuran, siandarisas:, pangujian dan
menengah: perseniase Sistem Produksi kualitas

peningkatan unit [KM

27. Persenlase peningkalan tenzga
1M

Ifﬁ?mgrﬁ%-P..a_riidﬁi;-a'k_afm_ke?ngﬁlpuan 87 Pembinaan kemampuan teknalogi industri
Teknclogi Industri
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™ Indikator Kinerja Utama

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja

industri

Industri

publik

ol : ‘fu]l:an indikator Tujuan rsrge(za;é' e SKPD Terkait - . .?ﬁaalan:s.‘hfabagi_.ss..l(?n - |né§mor_s»_a'gsn -maﬁlhs_kpé = Ffu_urqls;l:_ Kegiatan
1 S e 5 R L e : - oLl
88, Pengembangan dan pelayanan teknologi industii
T - == I o 43 Penataan struklur Industri 89, Penyediaan Sarana dan prasarana Klaster industri
- i Dinas Penanaman Modal, Meningkalnya investasi sektor 28 Persentase nilai investasi seklor| 44, Peningkatan kualitas pelayanan 90, Bimbingan teknis petayaran perijinan begi pelku ussha dan masyarakal

{4) Meningkatnya lkim
Usaha

(8) F'ersenias.e peﬁu.n:bursan

Keperasi can UMKM

Dinas Kopérasl, Usaha kscli,
menengah dan Perdagangan

Meningkatnya Uséha Mak;ﬁ dan

Kecil (UMK}

29 Persentase Usaha Mikro dan
Kegil

48 P-ro.gra.rn pengembangan .
kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif LIKM

§1. Memfasiitasi peningkatan kemirzan usaha bagi Usaha Miko Keall Menengah |

82 Fasilitasi Eei{[jéﬁib;ﬁaa_n_ééia na promosi hasil produksi

93 ?_f;};aéhg_g-aman pe!a!ir;éh kewirausahaan

94 Pelatihan manajeman pengeloléér} kupe

95. Sosimlisast dan pelafifan pola pengelntaan fimbah indusir dalam menjaga
kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah

49, Program pengembangan sistem
pendukung usaha padza UMKM

96 Sosialiasi dukungan informast penyediaan permodatan

97. Pengembangan sarana pemasaran produk
Usaha Mikro Kecil Menengah

98 Peningkatan janngan kerjasama antar lembaga

99 Penyelenggaraan pembinaan indusis sumah tngaa, industr keoll dan incusir
menengah

100. Penvelenggaraan promosi produk UMKM

Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja

Meningkatnya perfumbuhan
koperasi dan UMKM

30 Persentase pertﬂrhf:ﬂﬁan
keperasi dan UMKM

t-5'j' Mensng'katnya Investasi
di Kab. Sekadau

(7) Nilal Investasi

. Di.na.s. Penana;nan Ht.u.ial, ;

Pelayanan Terpadu Satu Fintu dan
Tenaga Kerja

Meningkainya Niai investasi
kab. Sekadau

131 Realisasi nilzi l'nvee.tasi

SOng ram peningkatan pelayanan
perijinan

101, Sosialisasi penyelenggaraan ée_rifﬁn_dan nan perijinaH

51, Peningratan iklim investasi dan
realisasi investasi

102. Monitoring, evaluasi dan pelacpran realzrsasi investasi

(8] Meningkatrnya kapasitas
infrastruxtur dan
Aksesibilitas pemerintah

__|daerah

52 Peningkatan promosi dan kerjasama
inveslasi

103, Penyusunan kebrjakan fentang pelunjuk pelaksana dan petunjuk teknis perijinan

53. penyiapan polensi sumber daya
sarana dan prasarana daerah

54. peningkatan promosi dan keriasama
investasii

104. Penyelenggaraan pameran inveslasi dan promosi potensi daerah

105. Penyusunan catak biru pengembangan penanaman madal

(8) Perwn!aég'i—él‘e-:ﬁ?i'ﬁ&}éi
fnantap

Dinas Pekerjaan Umum & Panaﬁan
Ruang

Meningi{né'fnya kuaitas dan
kuantitas jalan Kabupaten

32 Persentase Jalan dengan

kondid: mantap

55, Pembanguna Jalan daE_J;ﬂEe;{a.n .

106. Perencanaan pembaguna.n jalan

107. Pembagunan jalan

jembatan

56. Rehabilitasiipemeliharaan jatan dan

108, Perencanaan renabilitasiipemelinaraan jatan

100, Rehabiliasipemelharaan jalan

Dinas Parhubungan

Meningkainya Kapasitas dan
kuantitas prasarana fransporias:

33. Rasio rambu lalu lintas yang
memenuhi SPM

57. Pengandzlian dan pengamanzan

lalufintas

110, Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

(9) Persentase Jembatan kondisi
baik

Dinas Pekefjaan Umum dan

Penataan Ruang

Meningkatnya Kualias dan
Kuantiias jembalan Kabupalen

34 Persentase 're'rnb.ali-ln deng.an

kondisi baik

58, Pembangunan jalan Gan jembatan

-1 . Perencanéan padﬁﬁ;agu nan jen‘;haian

112 Pembagunan jembatan




el Tuuan  |indikator Tujuan |Target 2021|  SasaranStrategls | 1““"‘??;;.:::3:“““ SKPD Terkait Sasaran Strategis SKPD  |Indikator Sasaran strategis SKPD| * Program Kegiatan
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59. Rehabilitasiipemeliharaan Jalan dan |113. Perencanaan rehabilifasipemelibaraan jembatan
s s S — - dembalan. oo S T ———
114. Rehabilitasifpemeliharaan jembatan
T o o | Dinas Perhubungan " |Meningkainya Kualtas can |36, Persentase Kelersedaan 80. Pengendslian dan pengamanan | 115 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jembatan T
Kwantitas Prasarana Transportasi |Prassrana perhubungan falulintas
Daral
o {10) Persentase Desa yang Dinas Pal(arjazﬁ Umum & Penaﬁsﬁ: Men:ngkainya kualitas dan 36 Persemése D.esa yang dapat |81 Pern.bangL.lnan.Im.‘ras[mk'tur : 11.6. Perﬁbangunar-. jatan G‘an.jernbatan pedss.aan.
dapat dilalu kendaraan roda Ruang kuantitas jalan dan jembatan dilalui kendaraan rods empat perdesazn
e e [ETRR) o o il
117. Rehabililasifpemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan
T I R - T T I T-aﬁ'ijgi'a'b'd_aﬁl_s-a"t"]'-gl_a_run&é|_1 jembatan | 118 Rehabililasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
- - ) o B ) 119, Rehabitzs ;'emba!an‘-j:a‘i'arr;.k_aﬁai:éﬁanggapdarurst ]
i o ) a ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat |Meningkatnya Kualitas 37 Persentase Perencanaan 83, Peningkatan Parlisipasi Masyarakg;xi_ 1120, 'Moni‘aonng, Evaluasi dan Pdapcran'E’“erengéﬁééﬁ_l)_e_mgéﬁﬁan Desa i
dan Desa Perencanaan Pembangunan Desa |Pembangunan Desa yang dalam membangun desa
{erakomodir dalam perrencanaan
pembangunan.
i T B o - | Dinas Perhubungan Meningkatnya Kapasitas dan 138 Rasio terminai bongkar muat E:f.??ér_n[:'én'gﬁn'a'n sarana pras_arana' 3 1-2'i'._KTe4_;-i_a_tén Pembahgihaﬁ Héﬁe'éus. Taxi, égdtﬁ;_ Termnal
kuantitas prasarana transportasi  |yang memenuhi SPM perubungan
- I R I - 85. Pembangunan sarana prasarana 122. Kegiatan Pembangunan Cermaga Steigher Mini
perhubungan
(11) Persen{é’éé-aé;l:}ang | Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Jaéingan 30, Persentase Desa ya.ng. SB Cetimalisasi Pemanfaatan teknn.!ogs' 123. pernbangun‘éhpﬁ;rung rformas mas}a{akat
ferhubung dengan jaringan Komunikasi dan Informaiia terhubung dg Jaringan Informasi
telekomunikasi Telekomunixasi
i N o T N T ) T i 12;1:"p_erﬁehharaan rutinfoerkala peralatan teknotogi informasi 9
1 o i ] Dinas Pemberdayaan Masyarakst |Meningkainya kuaitas | 40, Persentase Perencanaan &7, Peningkatan Partisipasi Masyarakat [125. Monitoting, Evaluasi da Pelaporan Perencanaan Pembang_un;r_l Desa
dan Desa Perencanaan Pembangunan Desa |Pembangunzn Desa yang dalam membangun desa
terakomodir dalam perencanaan
Pembangunan Kabupaten
2. |Terwujudaya Pemerinfahan |(2) Opini BPK WIP |(7) Meningkalnya {12} Opini BPK Inspektorat T Meningkatnya kapabilias APIP |41 Level Kapabilitas APIP [68Program  Peningkatan  Kualitas|126 Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai (Belanja Pegawai}
yang bersih dan berwibawa Akuntabilitas Pemerintah Sumber Daya Aparatur
Dagrah
o B 80 Program  Pelayanan  administiasi| 127 Kegiatan f’éﬁﬁéﬂie{an.bahan baczan dan Jﬁeraiurén pau_ﬁd.a.ngan o
perkantoran
G i ) o 70.Program  Peningkatan sarana dan} 128 Kegialan Pembanguna-ﬁ gé.dun.g} kantor T
prasarana aparatur
) T 129 Kegalan Pengadazn kendarean dinas / aperasional
i R o S 130 Kegialan Pengacazn Peralatan gedung kantor T
B ) [ - R - 131 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangzﬂﬁdangan
T T N ) 7iProgram  Peningkatan  disiplin| 132 Kegialan Pengadazn pakaian kerja lapangan -
= = == s = aparalur o e T | s ST :
72Program  Peningkatan  kapasitas| 133 Kegiatan Pendidikan dan pelatiban formal
) R ) sumber daya aparatur
134 Kegiatan Diklat Teknis Pembeniukan Auditor
T D 135 Kegiatan Didal Teknis Perienjangan Audior o
S kB N o ~ |136Kegiatan Dixiat Teknis Pembeniukan P2UPD
S 4 B I - N 13?_?fééi'alan Dikizt Teknis Penjenjangan P20PD Y
TR B R ' o B T3.Pogram Peningkalan 138_§<eg'ia!ﬁn P'éﬁy'u\:;ﬁnah ﬁéh&hé'éim!egi'é[ﬁéﬁé;ﬂ o
lpengembangan  sistem  pelaporan
- - - capaian kinerja dan keuangan
130 Kegiatan Penyusunan Standar Operasional SKPD o
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- SKPD Terkalt

$usarpn_&aﬁ§ii SKPD
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2

3

4
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13

14

indikator Sasaran strategis SKPD|

15

16

kebijakan KDH

74Peningkatan  sistem  pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan

140 Kegiatan Pelaksanaan pengawasan infemal secara berkala

142 K egiatan Koordinas pengawasan yang lebih komprenensit

141 Kegiatan Pengendaiian manajemen peiaksanaan kebijakan KOH

143 Kegiatan Revil RKA SKPD.

144 Kegialan Evaluasi PertanggUngjawaban Keuangan

145 Kegialan Reviu Laporan Keuangén Pemkab

146 Kegialan Pengendalian, moniloring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanzan
Pembangunan Daarah

147 Kegialan Pemenksaan Administrasi dan Fisk Proyek APBD

| 180 Kegiatan Rapat koordinasi pengawasan dzerah

149 Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah

"|152 Kegiatan Peningkatan Kapabilias AFIP

153 Kegratan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daeran {TPKD)

.Mgﬁiﬁ’gicalnya Sistem
Pengendalian Internal

42 Tersedianya Aplikasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah

Meningkatriya Kepaluhan
Terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku

Pengelolazn Keuangan Daerah

75, Peningkalan dan Pengembangan

184 Kegiatan PMPRB

155. Pengembangan Sistem Informasi

156, Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

157, Peﬁhgur;a_n_s_isiem_daﬂngan Informasi Keuangan Daerah

43, Persenfase Peraturan
Perundani-undanga mengenai
pengelolaan keuangan yang
dipatuhi

76, Peningkatan dan Pangembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

|15, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokak Pengafolaan

156 Penyusunan regulasi [en1ang_p;ngelnlaan keuangan dan barang milk Dasrah =

Keuangan Daerzh

160, Penyusunan KUAPPAS
161. Pengendalian Arggaran Daerah

162 Penyusunan fancangan Perda tenfang APBD o

| 164, Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD
| 165, Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

163, Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

168, Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penatausahsan keuangan Daerah

167 Pengendalian Penafaausaha}ih_ké[i_éna;ﬁvﬁ\é_n_ciéﬁéaﬁaerah

| 168 Evaluasi, Pelaporan dan Peningkatan pelayanan Perbendaharaan

168. Validasi dan Pefaperan kas Dasrah

170 Pengelaizan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan Gali ENS

171 Penusunan Analisa Standar Belanja

172 Sensus Barang Milk Dasrah

jeren;

173. Peningkatan Managemen AsetBarang Daerzh

174. Péhyusuﬁa_n-Regulési regulasi tentang pengelola keusngan dan barang mik

175. Revauasi/ éppréglzsghﬁar@_t)e{éﬁ? ]




Daerah, Penelitian dan

Perencanaan, pengendalian dan

el  Tujuan | Incikator Tujuan | Target2021)  Sasaran Stratogis '_."-?‘E"‘*f'jﬁ“‘?ﬂ”‘?’?‘*_. | sKPDTerkat Sasaran Strategis SKPD | Indikator Sasaran strategis SKPD| Program Kegistan
G e 3 el S e s n e e e R L B e 15 At W
{3) Nilai SAKIP BB {13) Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan | meningkatnya Kualitas 44 Milal Perencanaan Kinena 77, Perencanaan Pembangunan Daerah | 178 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pengembangan evaluasi pembangunan
: _ A o - !??_Pgr_wele_ngﬁa;aanrﬁus«enbang Rencana Pemembangunandangka Menengah
timsrns o | = Daerah (RPIMD) I~ |
178, Penetapan RPJMD
178, Penyusunan Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD)
s i - - | 180. Penyelenggaraan Musrentang RKPD )
181 Penetapan Rencana Kerja Pemeriniah Daerah (RKFD) T
o T T T I 7 |182 Penyusunan rancangen rencana kefja pemda [RKPD-P) |
i o Meningkatnya Kualitas 45, Nilai Pengukuran Kinerja 78. Peningkatan sislem pengawasan 183, Péﬁyusunan Indiator Kinerja Mama (KU}
Pengukuran Kingrja internal dan pengendatian pelaksanaan
ketijakan KDH
T o | |79 Peningkatan Pengembangan Sistem | 184. Penyusunan Data Kinera o -
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
. o | 185. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthiser Realisasi Kinerja SKFD
- B Sekretariat Daerah (Bagian Meningkatnya Kualitas Laporan |46 Nilai peleporan Kinerja &0, Peningkalan sistem pengawasan 188, Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemeriniah (LKIP)
Organisasi) Kinesja Instansi pemerintak nternal dan pengendalianpetaksanazan
kebijakan Kepala Daerah
I o 187. Penyusunan Perjanjian Kinsria
o 188, Asictensi Penyusunan Perjanjian Kinetja dan LKIF SKPD
Inspektorat Meningkatnya T8 .-F’é'riiﬂg'ﬁaﬁn sislem  pengawasan| 189 Kegiatan Reviu LKIP Pemkab

kebijakan KOH

internal dan pengendalian pelsksanaan

1 QC.'I"(-egmtan Evaluasi atas Irnpierﬁéﬁtést SAKIPSKPD

|193Kegiatan Evaluzsi SAKIP

192 Kegiatan Penyusunan LAKIP

194 Kegiatan Reviu SAKIP

11 ﬁfeﬁiéiéﬁié]ﬂensi Pgnlngkatan Kinerja Dagrah

196 Kegiatan Asistensi Pengelolaan Re?aﬁgaﬁuﬁesa h

" |197 Kegiatan Asistensi Pengelniaan Dana BOS

Internal Pemeriniah Daerah

"|Badan Perencanaan Pembangunan

daerah Penelitian dan

I Pengembangan.
201. Penyelenggaraan musrenbang RKED
E | N i B 202 Penetapan RKPD
B I 1 ' ) 203, Pényusunan rancangan rencana kefja pemerintsh daerah perubahan  (RKPD-|
: . e Py 2
g {B} éﬁihéﬁa’tﬁja __"hge_k'remiatbmmh {Bagian Terwujudnya sistem dan 48 Nilai Managemen Perubahan |84, Pembinaan Apara1u_r-a§n 204. Penyusunan Road Map Reformasi Birckram
penerapan reformasi Organisasl) hekanisme kerja dan organisasi Pengembangan Aparalur
hirckrasi serta pola phir dan budaya kerja

5 Meningkainya Capaian Kinerja
Pemerintah Daerah

48 Milai Capaian Kinerja

83. Perencanaan Peﬁﬁ;ﬁgun-aa

82 Peningkatan Sﬁreh_ﬁagendalian

Daerah

198 Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1199, Evaluasi berkala temuan hasil Penpawasan (kegialan Evaluasi atas

Implementasi SAKIP OFD)

200 Péﬁyusunén_F{e_ncan_a Kérja Pemerintah Dasrah {RKPé} i

aparalur lebif baik

"|206. Manitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi




 Tujan | indikatorTujuan |Target2021)  Sasaran Strategis | ‘"*“‘;;:&f:;‘:ﬂ”““"_- . SKPDTerkasit  Sasaran Stiatogls SKPD |Indikator Sasaren strategis SKPD| Pogmm: - | - Kegtn

HiE : 2 i s cs : Sl : AT : : 14 : R 15 e i L1 S s e
207. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikihisar Realisasi Kinerja SKPD
) 7 |Sekretariat Daerah (Bagian Meningkatnya efektifitas |80 Nilai Penataan Peraturan |85 Terwujudnya Penataan Peraturan | 208, Penyusunan Rencana kerfa Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Hukum) pengelolaan Peraturan PerundangH Perundang-undangan Perundang-undangan
undangan
e e - 209, Legislasi Rancangan Peralurann Perundang-ungdangan T
B o o - 210, Fasililasi sosialisasi Peratiiran Perundang-undangan
= 1T T N |21 Publixasi peraturan perundang-undangan T
o N S i 212 Monev produk hukum o
i B B B - - 213, Pengkajian dan penelahaan keputusan Bupati ~
T 215, Pengkajian dan penelahan perbup
il T - SekretariatDPRD | Meningkainya kualites fata kelola |51, Persentase Produk Hukum |86 Peningkatan kepasitas lembaga |218. Pembahasan rancangan Raperda T
pemerintah dzerah Dasrah Raperda yang ditelapkan  |perwakilan rakyat
menjadi Perda
T s SR S SRR IS P TRSR S e : e 2"1?.Fiapat—raba:PéFi_"__m - VENP ST p——
R — — T Sekretariat Daerah (Baglan Meningkatnya Efesiensi dan 2. llal Penataan dan pengualan (87 Penazn Daeran Olonomi Bani 218, Fasiltasipemaniapan SOTK pemenniah ofonom baru
Organisasi} Efekiifitas organisasi secara organisasi
preporsional
o o R 219 Evaluasi Pelaksanaan Tupckst T
T ) 720 Penataan Corganisasi Perangkal Daerah
- Meningkatnya Efesiens: dan 53, Nilai Penataan Talalaksana 88. Pembinaan Aparatur dan 221, Fasilitasi Penyusunan dan Verifikasi Standar Operasional Prosedur
Efextifitas Sistem, proses dan Pengembangan Aparatur
prosedur kerja

222, Monitering dan Evaluasi Penerapan Standsr Operasional Prasedur (SOP)
Organisasi Perangkat Daerah (OPO)

Dinas Komunikasi dan Informatika 89. Pengembangan Komunikasi 223. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
informasi dan media massa

D Pengelolaan E-Government & Ed_u-:_)aanakses internet dan intranet Pemerintah Daeran
lingkup Pemerirtah Daersh
i ) Sekretariat Dasrah (Bagian 5 Meningkalnya profesionalisme |54, Nilai Penataan Sislem |91, Pembinaan Aparatur dan 225, Penyustnan Instrumen Anjab dan Analisis Beban Kerja PNS
QOeganisasi) dan Badan SOM Aparatur Manzagemen SOM Pengembangan Aparalur
Kepegawauan dan Pengembangan
SDM
o B . I R ] 226 Penyusunan Evaluasi Jabatan
T 227 Penyusunan Formas: PNS Kab Sekadau
- o N 1 ) N 228, Penyusunan standar Kompetensi B
- 229. Pemetaan Potensi PNS T
) ) o - ) - . - i o 1230 Pemberizn Baniuan Tugas Belajar dan katan Dinas
B o ) - o - o o - ) _ - 231 Pendidikan dan Pelatihan .I'—'ung_sbnai baéf PNS Daerah ==
- - o T ) ) B 232 Seleksi Penerimaan Calon PNS
- - ) o I 233 Pengisn Jabalan Pmpinan Tinggi
i o = ) 234 Proses Penanganan Kasus Peianggarén Disiplin PNS
) ) © | 235 Pembenan Pertimbangan Penjatuhan Hukum disiplin NS
- o - - - 236, Penempalan FNS
o | 1237 Fasitasi Penyelesaian Sasaran Kera Pegawai (SKP
s e NP, W YT CAD Y || S TS| RSP - e e e P
o o ) o o o o - 92 Peningkatan Kapasiias Sumber | 239, Pendidkan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Dasrah i
. ) A e _ Daya Aparalur I S
240, Pendidkan dan Pelatinan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
B o - Selretariat Daerah (Bagian Meningkalnya kapasitas dan 55, Nilai Fenguatan akuntabilitas |93. Peningkatan sistem pengawasan 241, Bimtek Laporan Kineria Instansi Pemerintah (LKIF'J_ ) =
Organisasi) dan Bapppeda litbang |akuniabilitas kinerja Instansi internal dan pengendalian pelaksanaan

Pemerintah kebijakan KDH

242, Penyusunan Pedoaman Akuntabillas Kineria




ol Tujuan Indikator Tujuan [Target2021)  Sasaran Strategis | '™ Yot Kineria “‘?““___ . SKPD Terkait . Sasaan Strategls SKPD |indikator Sasaran strategis SKPD|  Program Kegiatan
; L 2 3 A 5 12 1 1§ i _ B s ; e
_____ - 243 Pemutahirzn Dala Kinerja
o 244, Pengelaiaan Sistem PengUkuran Kinerja dan perencanaan berbasis EIekIronik

N . | 245 Bimtek Perencanaan

o 246, Asistensi Penyusunan Renstra o

' Inspektorat |Meningkatnya Siatem 56 Jumiah SKPD memiliki Sistem |94 Program  Peningkatan  disiplin| 247 Kegiatan Pengadzan mesin/ kartu absensi T
pengendalian intem SKPD Pengendalian aparatur

248 Kegiatan Sosialisast Perauran Pe m:ﬁangundangan

248 Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

95 Peningkatan  sistem  pengawasan
intemal dan pengendalian pelaksanzan
kebijzkan KDH

250 Kegiatan Monitoring dan Evaluast Sistem Pengendalian ntern SKPD

251 Kegistan Reviu Kepatuhan Terhadap SCP

252 Kegiatan Pembinaan, Pengawa_s;;ﬁ dan Evaluas Pelaksanaan F'errln?l‘in'i:a‘H-:-a'n_I
Pembangunan

253 Kegiatan Evaluasi Perencanzan dan Penganggaran responship gender

284 Kegialan Pemeriksaan sereniak kas oprame

255 Kegialan Asislensi Sisiem Penﬁéﬁﬁ:.a-iié_ra Intern Pemerintah

256 Kegiatan Survel Kepuasan Pemangku Kepentingan

96 Peningkatan Sistem Pengendafian
Internal Pemerintah Dagrah

257 Kegiatan Penilaian Mandii Sistem Pengendalian Interriai

258 Kegiatan Evaluasi SPIP

97, Penirgkslan Kapasilas Sumber
Daya Aparatur

Evaluasi Sistemn Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

{280 Kegiatan Diklal Teknis Pemoentuken Audior.

281, Kegiatan Diklat Teknis Perjenjangan Auditor

262, Kegiatan Bimbingan Texnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

263 Evaluasi Perenicanaan can Penganggaran respanship gender

Sekretariat Daerah (Bagian

£ Meningkatnya kualitas pelayanan

264 Penanganan Pengaduan"ﬁ;'lasyarakal le{hada_p Perangkat Daerah dan
Pemerin esa

265. Evaluas: Petayanan Publik

57. E_\I_igg’éﬁi_ﬁ.gka-tah kuaiitas

48 Pembinazn Aparatur dan
Pengembangan Aparatur

| 267 Penyusunan Laporan KM

"|26R Fasillasi Penyusunan SPP

EEﬁﬁapat keordinasi pengawasan dacrah

Persapsi Korupsi

269. P 1 minimal

y 1 standar pel

Orguatisas) pubik layanan publik
{5} Indeks |18} Indeks Persepsi Korupsi | Inspektorat Meningkatnya Pemnyelenggaran |58 PersentaseRekomendas:
Pemerintah yang bersih

Selesai

§§Prugrarh Pelayanan  administrasi
perkantoran

270.Rapat - rapat koordnasi dan konsullas keluar dasiah

a7z Kegiatan Tindak lanjul hasil temuan péﬁgawasan

80. Persenlase pengaduan selesal |

1274 Kegiatan Evaluasi berkalz femuan hasi pengawasan

273 Kegs.éia_ﬁ_K_u-drtfné?;i. pehgaw-aé:;rw_yéﬁg iéﬁlh'kornbreﬁen;ifm

QOD.Peninglqataﬂ sistem  pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KOH

275 Kegialan Penanganan kasus pengaduan di ingkungan Pemda

276. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakal terhadap Perangkat Dagrah dan
Peme;intﬁh__[)esa__ )

277, Kegiatan Sapu Bersih Punguian Liar
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~ SKPD Terkalt

 Sasaran Strategis SKPD

Indikator Sasaran strategis SKPD|

brogney

- Kegiatan

Y

rae

13

14

1

278, -E_(egratan Tim Péﬁai\;'a'_lé_n:“i:'engamanan Pemsriﬁ[ah dan Pembangunan
_{Daerah {TP4D) N
279, Kegratan Pengamanan Laporan Gratifikast

280. Kepiatan Menev Aksi Pencegahan Korupsi

|28, Keg|afan Pénangahéﬁ Benturan Kepentingan
284, Kegiatan Penanganan Whistie Blowsr System

281 Kegiatan Verfikasi Pelaporan rencana aksi daesh  pencegshan dan
_{pemberantasan korupsi
262, Kepiatan Penilain Internal Zona Infegritas

285, Kegiatan Sosialisasi pencegahan korups:

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Meningkatnya penatazn produk
Hukum Dasrah

61 Persentase produk Hukum
[Oaerah yang di tindak |anjuti

101. Penataan Peraturan Perundang-
undangan

285 .Penyulijhan-H-L.ﬂ_(l-J.h fel_'pédu_ B

287, Sosialisasi Produk Hukum

Sekretariat DPRD

¥ Cptimalnya fasiliasi peran dan

fungsi DPRD

62, Perseniase Pelaksanaan
Jaringan Aspirasi
Masyarakat'Reses oleh DPRD

pembangunan daerah

288 Raker Pungl

283 Kunjungan Keria

250, Rapat alat kelengkapan dewan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Meningkatnya kualitas aparaiur
pemerintah desa dalam
penyelenggaraan pemenntah desa

63, Presentase desa yang terlib
ladministrasi

103. Peningkatan kapasias aparatur
pemeriniah desa

pedesaan

Dinas Kemunikasi dan Informatika

297 Pelatihan aparalur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Terwujucnya peningkatan
| pelayanan berbasis E-
Govermance

B4 Persentase pengadaan barang
dan jasa secara Elekironik

pengadaan secara elekironik

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan

Meningkalnya kualitas data dan
infarmasi pembangunan Daerah

konien sistem informasi
perencanaan pembangunan
dzerah dan sistem informasi
manitoring dan evaluasi kinerja
cembangunan__

67. Meningkalnya kagasitas
kelembagaaan perencanaan
pembangunan dasrah

65. Presentase pengaduan layanan

66 Persentase pamuktﬂaﬁi.r_a_n_h_

104 Pengemba ngérT RIUTI'.I.I..}_n.ikESi,
Informasi dan Media Massa
_1_0_5._0_pﬁ.malis.asi 'perr'La'nE-a:clt_aﬁ ]
Heknologi informasi

| 294, Fasiltasi layanan pengadaan secara elekiranik

293 Pengkajian dan pengambangan sislem informasi

1108, Pengembangan data dan Informasi

_ [Masyarakat

(6) Indeks
Kepuasan

(16) Indeks Kepuasan
Masyarakal

Sokretariat Daerah (Bagian
Organisasi)

Dinas Penanaman Modal, Perl]TnaEl_
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja

Meningkainya Kualitas Pelayanan
Publik

68. Indeks Képuasan Masyarakat

295 Penyusunan pengumpuian datafinformasi kebuluhan penyusunan dokumen
perencanaan

24 Penyusunan sistem informasi moniloring evaluast kinefia pembangunan
(SIMEKBANG)

287, Penyusunzn dokumen hasil kajan

105. Pembinaan da_r; Pengembahgan
Aparatur

'Méﬁiﬁékét'ﬁ;_'a-kﬁa-lita.s'Péi;yanan
Pubiik

69, Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengaduan Masyrakat

106. Mengintensifkan Peranganan

BE .Pe'ng.eloia'a'n penan'ga'na_n perIger:u_aﬁ _péﬁjsnan

208 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarskat

7 _29HPerTnysunén Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap pelay

T puiblik

300 Siaran melalu: media radic tentang informasi penjinaﬁ d_an_paaﬁman madal

107, P'e.nina!'(aian kapasitas sumber
daya aparalur

302. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

108. Optimalizasi Teknelogi Informasi

303, Penyusunan sistem informasi tethadap layanan publik

1308, Pengelolaan Perijinan dan non perjinan

108 Peningkalan kiim investasi dan
realisasi investasi

305. Penyedethanaan prosedur perifinan dan peningkalan pelayanan penanamarl
modal




wo|  Tuuan Indikator Tujuan | Target 2021/~ Sasaran Strategis | Mikator Kinerja Utama SKPD Terkalt  Savaran Strateglo SKPD | Indikator Sasaran stratogis SKPD| Program o
Pusi {Dinas Kesehatan, Meningkainya Kualitas Pelayanan |70 Indeks Kepuasan Masyarakal |110. perbaikan gizi masyarakat 306 Penangaulangan KEP, Anemia Gizi Buruk, Gangguan Akibat Kurang Yodum,
Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Dasar Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Keluarga Berencana)
1 T - e 307 Pemberdayaan Masyarakat unluk Pencapaian K_elu-arga- sadar Gizi
I - RSUD (Dinas Kesehatan, ﬁ-e_:1|n.g;(-aiﬁ‘;'éni<_dafias Pela?aﬁ_a_n“ 7. [naek_l(epuasan Ma'éyaraka'i 1 .Siaﬁﬂa!i'éasiﬁélé&én_aﬁ_k_eéaﬁ_é_ta_ﬁ '|308_Penyusunan Akreditasi Rumah Saki =
Pengendalian Penduduk dan Kesehalan
Keluarga Berencana)
1 A T Dinas Dukcapil Meningkatnya Kualitas Pe!avanaﬁ_ 72 FﬁdcksKe,;ueTsan Masyaralzal_ [112. Penataan Administasi 308 Peningkatan pelayanan publk dalam bidang kependudukan
Publix Kependudukan
- o I S - Badan Psngalcl_a Retribusi dan Me_ningka[nya Rﬁé'li[as"Pe'Eéyan'an 73 Indek I'(e'pﬂaééri Masfarakat ) iiafi’mgf‘ar'n Bh-t'fr}r_auli-sh-m; manfaztan |31 0.Peny Inan sistem informasi terhadap layanan publik B
Pajak Daerah Publi teknalogi indformasi
o - i a Kecamatan ”!;'Itehfr{g_k_aﬁé 'ﬁﬁ_él'i'a's'f-;-’éra';;ar_wéﬁ' T4, Inciek Kepuasan Masyarakat {114, Penataan Daerah Otonomi Baru 311, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Publik
[ I Dinas Unukung_a_n Hidup Meningkatnfé Kﬁjaiit-éé-li‘éréyanan 75 Indek Kepuasan Masyarakat {115, Pengendalian Pencemaran dan 312..Proses Penjinan AMDAL, UPL-UKL dan SPPL
o ST | Y | —_ Publik Perusakan Lingkungan
Dinas Perhubungan Meningkatnya Pelayanan Umum 176 Indek Kepuasan Masyarakat (118, Peningkatan Kelayakan 313.Pembanguran Balai Pengujizn Kendaraan bermotor
terhadap Masyarakat yang Pengoperasian ¥endaraan Bermotor
memiliki kendaraan
i S N i o S 314 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermatar
— S — e g = 315, Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermator -
I - I S i o o o 316 Peningkatan Kompelensi Penguji -
Dinas Komunikasi dan Inf tika |Meningkatnys Kualitas Pelayanan |77 Indeks Kepuasan Masyarakat 147, 'Penyedéa_an'{ﬁfé;masi Pubkk 317 Pemantauan isu Publi Pendapat Umum dan aduan masyarakat
LPSE Pemetinah Daerah
i o T ~ |pinas Pnkerfaan Umum dan Meningkatnya Pelayanan 78. Indek KeEuéé_aﬁ_Masyarakat 118 Pembinaan Penyelenggaraan jasa |318.Penerbitan ijin saha Jasa Konteruksi nasional )
Penataan Ruang penerbitan ijin Ussha jasa kontukse Kontrukst
D R Dinas Perumahan, Kawasan Meningkatnya pelayanan oesijinan |79, indek Kepliasan Masya 1118 Penerbitan Perijinan dan sertifikasi |318 Penyiapan bahan penerbifan perijinan pembangunan dan pengembangan
Permukiman dan Pertanahan dan sertifixasi perumahan Perumahan Perumahan
| - ) ) B o [ £ Penyiapan bahan rekemendasi iin mendirikan bangunan {IMB) untuk
I R S o - - o pembangunan dan pengembangan Perumahan
321, Penylapan bahan penerbitan sertifikat kepemilikan banguran gedung {SKBG)
o i S i Meringkatnya pelayanan Perijinan |80. Indek Kepuasan Masyarakat | 120, Penerbitan Periinan dan serlifkasi |322. Penyusunan PHD tentang pesijinan pembangLnan dan kawasan Permukiman
dan serifikasi kawasan Permkiman Permukimar
- ) i D Badan Kesbang dan Politik X! ,:I(Jd@:» Pel J n |8i. Inr}ezs.ﬁépﬁasan E&és}aﬁ'; “|121. Pendidikan Politk E]s_yéfaké-t__m 3. Penyuluhan Kepada Masyrakai__ - S
Publik
- I R o 324 Verfikasi Administrasi Partai Polide. T
3 |Terwujudnya SDMyang  |(7) Indeks 65,09% |(9) Meningkalnyz Kualles |(17) Angka kefulusan Dinas Pendidikan 1 Meningkatnya kualias dan 82 Persemase guru S1ON 122 Peningkatan miupenddikdan  |325 Pendidkan lanjtan bagigurns |
berkualitas dan sejahtera Pembangunan Pendidikan ruantitas PTK tenaga kependidikan
Manusia
~[328 Pendidian Keprofesian Berkelanjutan ]
o [ 327 Penyetaraan
""" o 2. Meningkatnya kualitas hasil |83, Meningkatnya Kualias Hasil |123 Angka [iileria ketunlasan minimal | 328, Evaluasi Belajar Siswa
belajar siswa Belgjar Siswa [KEM)
o o o T o 329, Minat dan Bakat siswa i
3 Meningkatnya pemenuhan B4. Persentase skih memilki 124 Wajib Belajar 12 Tahun 330 Pengadaan Sarpras Pendidikan
Sarpras bidang Pendicikan, Sarpras min
0 | 2N | S o ______ - ____‘_' __ L __ T _ S " [331 Pefatinan manaj, samas - R
T - - " |118) Rata-rala Lama sekolzh | Dinas Pendidikan 1Meningkainya APS |85, Angka Parisipasi Sekolah  |125 Pendidikan Non Formal A0 Pakel B —

{18} Harapan Lama Sekolah

333. Paket C




o Tujuen | indikator Tujuan | Target2021]  SasaranStrategis | "™ -m-::-f;“"-”l Db ~ SKPD Terkait  Sasaran Strategls SKPD |Indikator Sasaran strategis SKPD| Program Kegistan
'- o 2 Lk 4 35 S N ST s - - 15 : s
334 Pendidikan Kursus
T I 1 o 2 Meningkalnya AMS 86, Angka Melanjulkan 126. Waiib Belajar 12 Tahun 335 Beasiswa Transisi =g
T 1 336 Sosialisasi dan Advekas! Pendidikan |
i ] B o 3Meningkalnya Akses Layanan |87 Resio SekolanPenduduk  |127. Wajib Belajar 12 Tahua {337 Pembangunan USB 1l
Pendidikan
) i 338. Pembangunan Ruang Kelas Belajar R
4 Menurunnya Angka putus IEEI._F;ngKa Bulus Sekolah 128 Waijib Belajar 12 Tahun 339 Beasiswa Relrigval
sekolah
340 Pendidikan Gratis bagi siswa miskin
i {_i_dj-_é.—d'éiﬁingkatnya Derajat | (20 Usia halapén hicup . Dinas Kesehatan, Pengendalian Meningkatn}a belayanan 89_ Persentaé.e péngun;‘dnﬁ yang (128 .Ubaya kesel skin d puskéshés daﬁ Ean‘ngahnyé
Hesehatan Masyarakat Penduduk dan Keluarga Berencana|kesehalan yang cptimal mendapalkan pelayanan kesehatan
7 S i =55 LSS 130. Pengadaan, peningxatan dan 342 Pemeliharazan dan pemutinan kesehatan
perbaikan sarana dan prasarana
pendukung puskesmas/pustu dan
jaringannya
RSUD | Meningkatnya pelayanan 00. Persentase pengunjung yang | 133, Kemitrazn peningkatan pelayanan |343. Kemitaen peningkaten kualles doter |
kesehatan yang optimal mendapatkan pelayanan kesshatan|kesshatan
o T H i T 344 Kemifraan pengonatan tanutan bagi pasien rujukan
Dinas Lingkungan Hidup |Meningkatnya upaya konverst |91, Persentase uas lahan yang i |134. Pengelataan ruang fetbuka hijau | 345, Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) -
sumber daya alam konversi {RTH)
R [T i - ﬁﬁ F'e_mziiharaan Ruang Terbuka Hitau (RTH}
T R A {11_,'1iiemngkaTny; kualitas | I?]J Inde‘kdehualta;Zﬁg@ngan Dinas Uﬁgkungan Hidup Memparta'hankan Kualitas 92 Iﬁdeks Pencemaran Ar '.-E_Pa.gé;naéziéﬁvhgnmmalan daﬁ 347, Pemamaﬁan Kual'ﬂas Lingkungan .
lingkungan hidup Hidup Lingkungan Hidup perusakan Lingkungan Hidup
- T o - 348, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasatanz Pemanlauan Kualilas Lingkungan |
o ) o o i e B 136. Program peningkatan kualilas dan |349. Kegiatan Penyustnan SLKD dan SPM Lingkungan
akses informast sumber daya alam dan
Lingkungan Hidup.
350. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis { KLHS )
e S o T N i 351 Kegiatan F’enyusunan Rencana 'Fer'lindﬁh@ dan -If'_e;}iae!;l:a_in_ngi(LA_ngan =
L i I S _ el e, | _ ___{Hidup [ RPPLH}
93, Indeks pencemaran Udara 137. Pengendalian Pencemaran dan 352 Pemantauan Kuaiitas Lingkungan
perusaxan Lingkungan Hidup
- T o i ) o §4 F_'ersem;*s—eﬁdl.lgﬂm_ealgtgn R o N i 353 Kegia[an Qengkajian DEiTIpﬂZ( 'L:l-r;g-kungan ]
yang memenuhi kelentuan
|pengelolaan Lingkungan Hidup
B ) 354, Kegialan Pengelolaan B3 dan Lmbah B3 R
i o o o e T T ) 355, Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL T
- % % ¥ ¥ [ ) B 356, Kegiatan Pengawasan Pelaksanzan Kebjakan Bidang Lingkungan Hidup
357 Kegiatan Peninghatan Peringkal Kinerja Perusahaan { Proper )
- - S - o - B M R 73 Kegiatan Peﬁingiﬂalan Peran sarla masyarakai dalam Pengendalian Lingk'u_néﬁ
. P I S I ) ) R ) Hidup
359, Kegiatan Penyusunan Keb:jakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
o = i s i sy e ol = == ] A L |Linghungan Hidup
360. Kegiatan Montoring Pemantauan Ferfjinan Amdal dan UKLIUP
i T | I BPBD " |Meningkatnya pelayanan 95. Persentase Pemadaman 138, Peningkatan kesiagaan dan 361 Sosialisasi narma, standar prosedur dan manual pencegahan bahaya
penanggulangan kebakaran Kebakaran pencegahan bahaya kebakaran kebakaran
a I T B B 362 Diklat periolongan pencegahan kebakaran ==
N - T N ) 353 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
’ T o 1T 364 Pengadaan Sapras. S T

385 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran




Tenaga Kerja

s Tujuan | Indikator Tujuan |Target 2021 Sasaran Strategis '"djm::ﬂ::;‘:n““.m - SKPD Torkait  Sasaran Strategis SKPD | Indikator Sasaran strategis SKPD ~ Program Kegiatan
L EEa ey T s 1 TEE 15 .. = DS
95 Jumlah Titik Hot Spot 139 Peningkalan kesiagaan dan 366 Penangan bencana kabut asap
i I I . B ) pencegahan bahaya kebakaran
) & = Dinas Kesehatan, Fenunn_d-éﬁ'an Meningkainya kesadaran 97, Persentase RT yang 140. Upaya Kesehatan Masyarakat 357 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan N
Penduduk dan Kel B ka! ternadap hidup sehat |menerapkan pola hicup sehat
R D . | Dinas Perumahan, Kawasan Meningkalnya perumahan yang |96, Persenlzse perumahan yang | 141. Pengembangan perumahan 368 Fasiltasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Permukiman dan Pertanahan berkualitas dan sehat layak huni
N T o | 142 Perbaikan perumahan akibat 350 Fasiltas dan simulasi rehabilitasi rumah akibal bencana alam T
I i L R B ) bencana alam/zosial
143, Pengelolaan Areal Pemakaman 370 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
I N o Dinas Pekerjazn Umum dan 90, Persentase RT pengguraarr | 144, Pengembangan kinerja 371, Penyediaan prasarana Gan saiana aif minum bag: masyarakar berpenghasian |
Penataan Ruang bersih pengelofaan air minum dan air imbah  |rendah.
’ o i ) 372. Penyediaan prasarana an sarana aif imbah. T
B ) o - 373 Pengernl“;angan sistim distribusi air minum. T
{(12) Meningkatnya daya |22} Pengeluaran Perkapita Dinas Penanaman Modal, Meningkainya kualft—:s Sumber 100 F{aéin teﬁaga kerja ferampil | 145, Peningkatan Kualitas dan 3?;1.-.?enggrn‘h_ahgan kelembapaan prodJI{Ev?tas dan pelatiha"ﬁ'kewi'raus.aﬁaah“" 3
peli Masyrakat Pelayanan Terpadu Setu Pintu dan | Daya tenaga kerja dan produkif Produktivilas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
""" R o 1T 375.Pembefian fasilitasi dan mendorong sistem pendznaan pelatinan berbasis
masyrakat
376 Pengadaan bahan dan mater pendidikan dan kelerampilan Kerja
i - D T Dinas Pemberdayaan Masyarakat | Meningkainya pengelolaan potensi| 101, Persentase masyarakal desa |146. Pengembangan lembaga ekonami |377. Pelatinan keterampiant teknclogi tepat guna
dan Desa fembaga kemasyarakatan untuk  |yg berwirausaha pedesaan
penguatanperekonomiarn
masyarakat desa
' {8) Tingkat 180% [(13) Meninglé;tnya {23) Tingxal parlisipasi angkatan |Dinas Penanaman Modal, Meningkatnya pe;ylér;p-}-‘-a_nvfeﬂaga 102 Rasio tenaga kerja yang di 147. Peningkatan kualitas dan EI?B.Péndidikari pe1afihén keterampilan bégi ;ﬁeﬁ&ri kerja
Pengangguran penyerapan lenagaketia  |kera Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan |kerja {tempatkan produklivilas lenaga kerja

378 Pengembangan kelembagaan produkiivitas dan pelatian kewirausahaan

| Dinas Soslal, Pemberdayaan

perempuan dan Perlindungan Anak

terbuka

(24} Tingkat Pengangguran

Meningkatnya pengarusutamazan
Gender

148, Perlindungan dan pengembangzn
lembaga ketenagakerjaan

SEU.Fasilst&si'p-e.ﬁ_yJe::ai_ér-{b fisihan hubungan industnal

| 381 Fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial tenage kerja

10 Indek berﬁbanguné'r_!_g?en_der
IPG)

149, peningkalzn peransera dan
#esetaraan gendsr dim pembangunan

104 Indleks pemberdayaan gender
(inG)

382 Pendidiken aén-péi-é'l'iﬁaﬁ peningkalan peransesta dan kesalaraan gender

383 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangﬁ Eel-da_ri;a ;éjéhtera__

ﬁﬁaa Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja

Menurﬁn nya lingkat penganrgguran
terbuka

Dinas Koperasi,Usaha kecil,
menengah dan Perdagangan

Meningkatnya Usaha Mikia dan
Kecil

105 Tingkat pengangguran

108, Persentase Uisaha Mikra dan
Kecil

151 Pengembangan kewirausahaan T

dan keunggulan kompstitf LIKM

) %E..Egé}lfigﬁngerﬁééhgan_sa{an_a promosi hasi produksi

384 Penyebarluasan informasi bursa kerja

385 Memfasiftasi ;_Jeningkman kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecl Mér;éngah

i @?.Penyelenggara@n pelatihan kewirausahaan

| 388, Pelatinan manajemen pengelolaan keperasiKUD

389 Scsialisasi dan pelatihan pola pengelalaan fimbah industi dalam menjaga
kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah

152 Program pengembangan sistem
pendukung usaha pada UMM

380 Sosialiasi dukungan informasi penyediaan permodalan




Perempuan dan Perindungan
Anak

Sesial Masyarakat Miskin

miskin

dan PMKS Lainnya

nol  Tujusn Indikator Tujuan | Target 2021~ Sasaran Strategis o xﬁ;’iﬁﬁ”‘_"‘“ - SKPD Terkalt  Sasaran Strateqis SKPD | indikator Sasaran strategis SKPD/ Program Kegiatan
' 4 3 SR i 4 s 2 i LEea 15 e s
391 P gEn sarana per produk
Usaha Mikro Kecil Menengah
R [ e e [N 0 o ey ALt
392 Peningh jaringan kerj antar lembaga
- 393, Penyelenggaraan pembinaan indust| rumah tangga, industi kel dan indust
- - o menengah o B 1
394, Penyelenggaraan promosi produk UMKM
i i VR Dinas Sosial, Pemberdayaan Meningkalnya Sumber daya 107, Tingkat Parlrisipasi 153, Peninghalan peran seria dan 395 Pembinaan organisasi perempLan
perempuan dan Perlindungan Anak|perempuan perempuan di bidang pemerintahan|kesetaraan gender dalam pembangunan
US| o i 108, Tingkat partisipasi perempuan T | 398 Pemeran h_asnkaryapgfempu;nd‘b|darﬁpembangunaﬁ e
di bidang ekonomi Kreatil
) (@Angka | 5%  |(14) Meningkatnyataral  |{25) Persentase Penducuk | Dinas Sosial, Pomberdayaan Meningkainya Kesejghteraan |09, Persentase Masy 184, Pemberdayaan Faki Miskin, KAT |397, Keiompok Usaha Bersama {KUBE) T
Kemiskinan hidup Masyarakal Miskin P J! dan Perlindung Sosial Masyarakat Miskin miskin dan PMKS
Anak
N I B Dinas Pai’l:lﬁélia_ri, Kawasan Meningkatnya fualtas | 1 |10 Per b kumuh 125, Program Pengembangan Kawasan égé:Peﬁgérnbahgéﬁ Permukiman Perdesaan o
Permukiman dan Pertanahan parmukiman parkotaan dan pedasaan permuximan
- o ) " |39 Peningkatan Kualtas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan T
B o T T 400 Moritering, evaluasi dan pelaporan
o o | A 111 Persentase perumahan yang |156 Program  Lingkungan  Sehal| 40, Koordinasi pengawasan dan penigendalian petaksanaan kebijakan
mempunyal sarana dan prasarana |Perumshan
utililas
T ) i 402 Pengendaiian dampak resiko pencemaran fingkungan
I ) T 403, Monitoring, evaluasi den pelaporan T
B T T 404 Penyedian saiana air bersin dan saniiasi dasar lerulama bagi masyarakat
) B - e .4.15-5.F.’enjruluhéf;.'c-*.;a;i:’e_ng'awamri KualitasLﬁgkungan Sehal Perumahan
o - ) 157, Pengembangan datal Informasi 406. Kegialan Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Perkolzan .
kawasan permukiman
o o ) o T 407, Kegiatan Penyusun_aﬁ dan analisis data | |nf<;rrna_§||;e‘ren{:a_naﬂ_an pengeﬁﬁsg
genangan banjir kawasan permukiman perkotaan
N h T I o  acs _Kegia}ar: Moﬁi‘lonng,evalﬁasi_ﬁégb_ela?crah . T N
] T i a I i 1_58P;nge_lmb_anT;;kmeqa S 4[]‘.;-3.}(égiala—n peni.ngkalén' é;r_éﬁ;d_a_ﬁ-hr_agrana pengelcliaé_ﬂ_ éi}'.'igmﬁm
|pengelolaan air minum dan air imbah  [langga
- o N - ) i " i “ 4o Penyusunan dan updating T i
database pengelolaan air limbah rumah tangga d kawasan permukiman
T - - | T B |41 Kegistan Monitoring, evaluasi dan pelaperan |
) N E 159 Piagram Perencanaan| 412 Kegialan Penyustnan dan analisis data infomasi potensial perdessan pada
Pembangunan Ekonomi kawasan permukiman
T - o 413, Kegislan Pengembangan kawasan potensial Perdasaan
i . o - B o 414 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
(26} Indeks Gini Dinas Soéﬁ??&nﬁrﬂnysnn Meningkatnya Kesejahteraan 12 Pérseﬁlése Masyérakat - 180, ?embérdayaan Fal.n.r Miskin, KAT 415.F'ela1ihén Kétramp:lan b.erusa'ria' bagﬁ};luarga miskin .




Tujan |indikator Tujuan | Target 2021 Sasaran Strategls | _'“"““;;h’?gn"f’”‘ | SKPDTerkat | SosaranStrategis SKPD  |IndikatorSssaranstratogis SKPD|  Progam | S o et

T a s e e e S W T ; 0

4 ra Pe]aiman Xeteramp'lan bag| per:yandang masalaﬂ kesemhteraan soclal

Terwujudnya Kenr.Jupan {10) Angka 0% (15) Meningkatnya ) {27 Pe;ﬁentase Penurunan | Satuan Polisi Pamong Praja Mensngkatnya Ifnsadaran . 113, Pefseniasa penurunan 161, Pernélahé 417 Penyu han pel cegahanE: ?chran rpenggL.naan minuman keras dan Narkoha

Masyarakat yang aman, Kriminalias keamanan dan kelertiban | Gangguan fermadap Trantbum masyrakal terhadap ketertiban gangauaniernadap Trantibbum tindak kriminal

terli dan harmanis Lmum

P o o T - T 418 Penyuiuhan pencegahan berkemoangnya prakick proshsua '''''' T

I S T i i 418 Penyuluhan pencegahan praxtek perudian o T
(11} Angka konflik 0% (16} Meﬁuﬁé@ia‘.nya (28) Angka knhﬁik per tahun  |Badan Kesatuan Bxﬁgsa dan Meningkalnya Kesadaran dan 114, Fe:senlase Angka Konfik : 162. Pemeliharaan kantrantibmas dan 4'2_\')"1-?emngkaLan Kapasitas Aparal ctsiam !angka pelaksanaan s@(smswakal“& dn
per tahun Kerukunan Masyarakal Politik peran sera Masyrakat dalam pencegahan Tindak Kriminal daerah

mengant|5|c65| polen5| Konﬂ|k

421 Fasilitasi dan dan pembinaan Forum kewaspadaan Dini Masyarakal di Daesrah

(12) Kasus 017%  [{17) Menurunnya tindak (29) Ancha kasus kekerasan Dinus Soml Pamhardaynan Meningmmya Kualitas Sumber 115, Tingkat Penurunan kasus 163. Peningkatan Kualilas Hidup dan 422 Fasilitasi upaya perfindungan terhadap findak kekerasan
{kekerasan |kekerasan terhadap terhadep perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak|Daya Perempuan Kekerasan jerhadap Perempuan | Perlindungan Perempuan
ferhadap perampuan dan anak
_ fperempusndan | |

423 Sosialisast dan advokasi kebijakan periindungan tenaga kerja perempuan

) o e 116. Parsentase Parfisipasi 164. Peningkatan Peran serta dan 424 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran seria dan kesataraan gender
Perempuan dalam bidang Sosial,  [Kesetaraan Gender dalam
Ekonomi dan Politik Pembangunian
A ’30] Angka kaﬂus kekerasan Dhm Soait! berd | meni , A ¥ Kualités- hiau‘p Anak ‘i1?. F.’arsema:lse.anak y.anu ] .‘-65."Penin.gl.<.atan Kualitas Hidﬁp dan 423.Fasifitaéi .upaya pe'r'iiﬁdung'an !erhadéb tindak kekérééan o
terhadap Anak Perempuan dan Perilndungan Anak mendapal perlindungan terhadap  |Perlindungan Anak

findak kekerasan

424 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan fenaga kerja perempuan

118. Nilai Pemenuhan Hak-hak | 168, Perguatan Kelembagaan i 425 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Anak Pengarusutamaan Gender dan Anak

426 Fasilitasi P;ngemba ﬁéah_ﬁusai Pelayanan Tempadu Pemberdayaan F'ers-n'-rptié;
dan Anzk (P2TP24)

BUPATI SEKADALU,
TTD

RUPINUS




